l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan
hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi mana pun. Selain bersifat
laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya
dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju seperti Inggris
dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun
1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Amerika Serikat bahkan
mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga
puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai negara adidaya dan

terkaya di dunia (Apriliyanti, 2013).

Masalah kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang belum
sepenuhnya bisa dipecahkan oleh pemerintah sejak dulu hingga sekarang.
Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau
sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau
ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang (Arifin, 2011). Dalam

definisi ini, kemiskinan akan berkaitan erat dengan hubungannya dengan
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ketersediaan lapang pekerjaan yang cukup bagi seluruh penduduk. Dalam hal ini,
Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang berada dalam garis
kemiskinan. Karenanya masih banyak sekali penghasilan yang dimiliki
penduduknya yang menurut standar internasional masih kurang. Rendahnya
tingkat kehidupan sering digunakan sebagai alat ukur dalam kesejahteraan

warganya atau masyarakatnya.

Kemiskinan biasanya terjadi karena individu tidak mampu memberdayakan
potensi dirinya secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan
secara mandiri. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat Indonesia tidak hanya
masalah keuangan, tetapi masalah keahlian hidup, karena keahlian dapat mem-
buat masyarakat menjadi survive dalam menjalani hidup dan mencapai apa yang
diinginkan. Tanpa keahlian hidup masyarakat tidak akan mendapatkan peluang
untuk memenangkan perlombaan hidup yang semakin keras (Machendrawaty,

2001).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin
absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan,
papan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan
masyarakat sekitarnya. Miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang
atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (Syafe’i,



2008). Berikut tabel jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung 2008-2012 (dalam ribuan)

No Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012
1 Lampung Barat 86,1 79,5 71,8 67,9 | 64,80
2 Tanggamus 179,3 174,9 98,0 92,7 | 88,40
3 Lampung Selatan 351,2 2225 1879 177,71 169,55
4 Lampung Timur 228,4 206,3 200,4 189,5| 180,8
5 Lampung Tengah 242,0 230,7 197,7 1870 | 1784
6 Lampung Utara 182,9 1710 164,7 155,8 | 148,6
7 Way Kanan 84,1 79,2 76,6 72,5 69,2
8 Tulang bawang 90,9 86,8 43,0 40,7 38,8
9 Pesawaran - 100,9 81,5 77,1 73,5
10 | Pringsewu - - 454 43,0 41,0
11 | Mesuji - - 16,2 15,3 14,6
12 | Tulang Bawang Barat - - 19,1 18,1 17,3
13 Kota Bandar Lampung 130,9 123,9 128,6 121,6 116,3
14 | Kota Metro 22,1 21,2 20,1 19,0 | 18,10
Provinsi Lampung 1.597,8 | 1.496,9 | 1.479,9 | 1.298,7 | 1.219,3

Sumber: BPS Prov. Lampung, 2013




Pengembangkan potensi masyarakat miskin memerlukan suatu strategi dalam hal
penanggulangan kemiskinan. Pertama, penciptaan kesempatan berkaitan dengan
sasaran pemulihan ekonomi makro, perwujudan pemerintahan yang baik, dan
peningkatan pelayanan umum. Kedua, pemberdayaan masyarakat berkaitan
dengan penyediaan akses masyarakat miskin ke sumberdaya ekonomi dan
keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Ketiga, peningkatan
kemampuan berkaitan dengan sasaran peningkatan pelayanan pendidikan,
kesehatan pangan, perumahan agar masyarakat memiliki produktivitas. Keempat,
perlindungan sosial berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi
masyarakat yang mengalami cacat fisik, fakir miskin, dan kehilangan pekerjaan

sehingga berpotensi menjadi miskin (Martaja, 2000).

Krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan
dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu
diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan pengembangan masyarakat.
Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun
organisasi masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum
miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta
kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial,
ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan pemukiman (Syafe’i,

2008).

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Pengembangan



masyarakat tersebut biasanya dikenal dengan istilah pemberdayaan (empower-
ment) masyarakat. Pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan
aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaaan masyarakat bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaat-
kan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk
terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi subjek dari
pemberdayaan adalah masyarakat desa itu sendiri, sedangkan pemerintah hanya

sebagai fasilitator (PNPM Mandiri, 2006).

Salah satu program pemberdayaan yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
PPMK adalah program lanjutan dari pelaksanaan PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan. Sasaran PPMK difokuskan
kepada peningkatan pendapatan keluarga miskin yang tergabung dalam KSM
(Kelompok Swadaya Masyarakat) melalui dukungan komponen program pember-
dayaan masyarakat. Dalam PPMK proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk
menigkatkan keahliaan dan keterampilan anggota KSM sehingga menjadi
kelompok usaha yang mandiri dengan dukungan LKM/BKM (Lembaga
Keswadayaan Masyarakat) yang terpercaya. Program tersebut bersifat strategis
karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang
memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang (Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung, 2013).
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Ruang lingkup kegiatan program PPMK ini adalah kegiatan pelayanan sosial bagi
KSM melalui kegiatan pengembangan kapasitas KSM (pelatihan, sosialisasi,
vocational & on the job training, dll) dan kontribusi pelayanan ekonomi bagi
KSM melalui dana bergulir bagi KSM unggulan (KSM peserta PPMK yang
memenuhi Kriteria). Kegiatan pengembangan KSM dalam hal pelatihan yaitu,
pelatihan keterampilan komputer, merupakan bagian dari kegiatan masyarakat
yang diberikan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat menggali

kemampuan yang ada pada diri mereka.

Zaman sekarang ini pekerjaan banyak membutuhkan lulusan yang menguasai
komputer. Diharapkan ketika mereka lulus dari sekolah atau perguruan tinggi
mereka dapat bekerja di bidang komputer atau sesuai dengan pekerjaan yang
diinginkan. Pelatihan keterampilan ini diberikan selama tiga bulan sampai
terampil mengoperasikan komputer. Materi yang diberikan yaitu teori, praktek
dan ujian. Untuk dana bergulir merupakan bantuan langsung masyarakat untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat yang digulirkan hanya bagi KSM peserta
PPMK. Alokasi pagu BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PPMK maksimum
Rp100.000.000,00 per Kelurahan/Desa peserta, jumlah realisasi untuk setiap
KSM sepenuhnya tergantung pada kelayakan proposal masing-masing KSM
dengan ketentuan maksimum Rp30.000.000,00 untuk setiap KSM dan maksimum

Rp5.000.000 untuk setiap anggota KSM.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ini pertama kali
digulirkan tahun 2012 di 25 Kelurahan se-Bandar Lampung sebagai Pilot Project/

Proyek Percontohan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat kelurahan melalui pendekatan Tribina yang meliputi Bina Fisik
Lingkungan, Bina Sosial, dan Bina Ekonomi. PPMK ini sangat berguna untuk
membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin. Oleh karena
diperlukan kajian terhadap efektivitas dan manfaat pemberdayan masyarakat
melalui Program Pembedayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagai instansi

lokal dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (PPMK) melalui pelatihan komputer dan dana bergulir ?

2. Bagaimana manfaat yang diperoleh peserta PPMK setelah mengikuti pelatihan

komputer dan dana bergulir melalui PPMK di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui efektivitas strategi pemberdayaan masyarakat di Kota
Bandar Lampung yang dilakukan oleh PPMK melalui pelatihan komputer dan
dana bergulir.

2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan

komputer dan dana bergulir melalui PPMK di Kota Bandar Lampung.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam
pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Dokumen perguruan tinggi Universitas Lampung yang berguna untuk menjadi

bahan rujukan bagi mahasiswa dalam dimensi pemberdayaan masyarakat.



